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TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ( PSM ) BERPRESTASI

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN

bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan warga masyarakat yang
peduli, memiliki wawasan, komitmen kesejahteraan sosial, telah mengikuti
program diklat kesejahteraan sosial;

bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan memotivasi Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM) dibidang penanganan masalah sosial perlu
menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Kabupaten Pesisir
Selatan;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 No 25), Jis Undang Undang Drt. Nomor 21
Tahun_1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77), Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemberdaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 156 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesai Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125., Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 967);

10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5255); .

12.  Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang pelayanan Kesejahteraan
Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32067);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolah Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Propinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pekerja Sosial Masyarakat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas
jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tahun 2018 Kabupaten
Pesisir Selatan sesuai dengan peringkatnya, yaitu:
1. ARNELIS Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
2. MASRIOL Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan
3. NOLA REFNI WINATA Nagari Koto Nan Ill Kecamatan Sutera

KEDUA ¢ Hasil seieksi pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tahun 2018 Tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan tim pemilihan
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
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KETIGA

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada

DPA-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Painan
Padatanggal : 24 April 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
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